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daya alam, Energi menunjukkan bahwa meski Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang
terbarukan, Ekonomi besar, implementasi green hydrogen masih terhambat biaya produksi tinggi,
hijau, Indonesia. keterbatasan infrastruktur, serta ketiadaan regulasi yang komprehensif. Kebijakan

SDA berperan strategis dalam mengatasi hambatan tersebut melalui dukungan
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The transition toward clean energy poses a major challenge for Indonesia due to
its high dependence on fossil fuels. Green hydrogen is considered a strategic
option to strengthen energy security while supporting the national
decarbonization agenda. This study aims to analyze the role of natural resource
management policies in driving the energy transition based on green hydrogen in
Indonesia. The research employs a literature review with a descriptive qualitative
approach through the examination of academic journals, international
institutional reports, and official government documents. The findings reveal that
although Indonesia possesses abundant renewable energy potential, the
implementation of green hydrogen remains constrained by high production costs,
limited infrastructure, and the absence of comprehensive regulations. Natural
resource policies play a strategic role in overcoming these barriers through
regulatory support, fiscal incentives, infrastructure development, and integration
with low-carbon development strategies. Lessons from Japan and Germany
highlight the importance of policy consistency, sustainable financing, and cross-
sectoral coordination. Comprehensive and adaptive natural resource policies are
the key to accelerating the green hydrogen—based energy transition. Strategic
natural resource policies for energy security, green economy, and sustainable
national development.
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PENDAHULUAN

Transisi menuju energi bersih menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan berkelanjutan,
terutama dalam upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang selama ini mendominasi
sistem energi Indonesia. Ketergantungan yang terlalu tinggi pada batu bara dan minyak bumi tidak hanya
menimbulkan risiko krisis energi, tetapi juga memperburuk dampak perubahan iklim yang kini menjadi
perhatian global. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan besar karena porsi
energi fosil masih sangat tinggi dalam bauran energi nasional (Poerwantika et al., 2022). Pola
pembangunan yang lebih menekankan percepatan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan aspek
keberlanjutan cenderung memicu ketimpangan sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap sumber
daya yang tidak terbarukan.

Dalam situasi ini, hydrogen khususnya green hydrogen muncul sebagai opsi strategis untuk
mendukung agenda dekarbonisasi nasional. Hidrogen hijau diproduksi melalui proses elektrolisis air
dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau hidro, sehingga hampir tidak
menghasilkan emisi karbon (Permana, Handoko, & Gomonov, 2025). Tidak hanya berfungsi sebagai
sumber energi alternatif, hidrogen hijau juga berperan penting sebagai media penyimpanan energi
terbarukan yang bersifat fluktuatif. Dengan demikian, keberadaan hidrogen hijau membuka peluang
besar bagi penguatan sistem energi yang lebih berkelanjutan.

Meski potensinya besar, pemanfaatan hidrogen hijau di Indonesia masih menghadapi hambatan
cukup serius. Tantangan utama terletak pada tingginya biaya produksi serta keterbatasan infrastruktur
pendukung yang membuat implementasinya belum efisien (Permana et al., 2025). Selain itu,
ketersediaan teknologi yang memadai dan kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor lain yang perlu
diperhatikan agar pemanfaatan energi ini dapat berjalan secara optimal. Tanpa solusi konkret terhadap
hambatan-hambatan tersebut, pengembangan hidrogen hijau berisiko berjalan lambat.

Penelitian yang dilakukan (Aditya, Pratiwi, dan Hakam,2025) menekankan bahwa green
hydrogen memiliki potensi besar sebagai katalis transisi energi di Indonesia. Manfaat yang ditawarkan
tidak hanya berupa pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga penciptaan lapangan kerja ramah
lingkungan serta peningkatan integrasi energi terbarukan. Namun, agar potensi tersebut dapat
diwujudkan, diperlukan dukungan kebijakan yang komprehensif. Hal ini mencakup penyusunan strategi
nasional hidrogen, pengaturan terkait keselamatan, hingga standar sertifikasi yang jelas. Tanpa kepastian
regulasi, Indonesia berisiko tertinggal dibanding negara lain yang lebih dahulu memiliki roadmap energi
hidrogen.

Sejalan dengan komitmen global pasca COP26, Indonesia telah menargetkan porsi energi
terbarukan mencapai 23% pada tahun 2025 dan net zero emission pada 2060. Akan tetapi, pencapaian
target ini masih terhambat oleh keterbatasan akses energi bersih, minimnya pendanaan, serta dukungan
riset dan teknologi yang belum optimal (Poerwantika et al., 2022). Dalam hal ini, kebijakan pengelolaan
sumber daya alam (SDA) memiliki peran yang sangat penting. Kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi
sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan
(Iswandi et al., 2025). Integrasi kebijakan SDA dengan strategi transisi energi berbasis hidrogen hijau
diharapkan mampu mendorong pemanfaatan energi terbarukan secara lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, perumusan kebijakan SDA yang berpihak pada energi bersih bukan hanya
sekadar respons atas krisis iklim dan kebutuhan energi, melainkan juga langkah strategis untuk
mengoptimalkan potensi energi terbarukan. Hal ini sekaligus menjadi cara efektif untuk mengurangi
ketergantungan pada energi fosil dan memastikan arah pembangunan Indonesia yang lebih inklusif serta
berkelanjutan. Kehadiran hidrogen hijau dalam bauran energi nasional diharapkan menjadi tonggak
penting dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa
depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif,
karena fokus kajian lebih menekankan pada analisis kebijakan dan strategi transisi energi daripada
pengumpulan data primer. Metode literature review dipilih karena memungkinkan peneliti “untuk
merangkum dan mengintegrasikan temuan-temuan terdahulu sehingga terbentuk pemahaman yang lebih
komprehensif” (Snyder, 2019). Melalui metode ini, peneliti menghimpun, mengkaji, dan
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membandingkan berbagai publikasi relevan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai
peran kebijakan sumber daya alam dalam mendorong transisi energi berbasis green hydrogen di
Indonesia. Data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder yang bersumber dari jurnal
ilmiah nasional maupun internasional, buku,artikel,publikasi organisasi internasional serta laporan resmi
pemerintah seperti dokumen kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(BAPPENAS).Selain itu, laporan lembaga internasional
seperti International Energy Agency (IEA), Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit
(GlZ), Green Hydrogen Organisation (GH2),dan Institute for Essential Services Reform (IESR) juga
dimanfaatkan untuk memperkaya analisis.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur dari basis data akademik seperti Google
Scholar, Scopus, dan JSTOR, serta dari portal resmi lembaga pemerintah dan organisasi
internasional.Untuk menjaga relevansi, literatur difokuskan pada publikasi dalam kurun waktu sepuluh
tahun terakhir (2014-2024), Sebagai contoh, (Krippendorff, 2018) menyatakan bahwa content analysis
adalah teknik yang memungkinkan inferensi yang bisa direplikasi dan valid dari teks. kecuali sumber
tertentu yang bersifat fundamental dalam kajian energi.Analisis data dilakukan secara kualitatif
deskriptif melalui serangkaian tahapan, mulai dari seleksi literatur untuk memastikan kesesuaiannya
dengan fokus penelitian, pengelompokan berdasarkan tema utama seperti kebijakan sumber daya alam
di Indonesia, potensi dan hambatan pengembangan green hydrogen, serta praktik transisi energi berbasis
hidrogen di negara lain yang dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Selanjutnya, temuan dari tiap
tema dianalisis secara naratif untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan hubungan antar konsep,
hingga pada akhirnya disusun sintesis yang merumuskan peran kebijakan sumber daya alam dalam
mendukung transisi energi berbasis green hydrogen di Indonesia.

Untuk menjaga validitas, penelitian ini hanya menggunakan literatur yang kredibel, baik berupa
publikasi ilmiah yang telah melalui proses peer-reviewed maupun dokumen resmi pemerintah dan
organisasi internasional. Selain itu, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari
berbagai literatur guna mengurangi potensi bias sekaligus memperkuat akurasi hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan sumber daya alam (SDA) di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung
agenda transisi energi nasional. Selama ini, kebijakan SDA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen
pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya, tetapi juga menjadi landasan dalam
penyusunan arah pembangunan energi berkelanjutan (Bappenas, 2022). Dokumen perencanaan seperti
Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)
secara eksplisit menempatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai prioritas untuk mengurangi
ketergantungan pada energi fosil, sekaligus sebagai bagian dari komitmen Indonesia mencapai target
bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan net zero emission pada 2060 (Kementerian
ESDM, 2023).

Dalam konteks transisi energi, kebijakan SDA menjadi kunci karena sumber daya yang digunakan
untuk mendukung energi terbarukan, seperti air, panas bumi, angin, dan surya, termasuk ke dalam
kategori SDA yang harus dikelola secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah
mulai mengintegrasikan potensi hidrogen, khususnya green hydrogen, ke dalam roadmap energi
nasional. Hal ini tercermin dalam Peta Jalan Hidrogen dan Amonia Nasional, yang menekankan peran
kebijakan SDA dalam menyediakan ruang, regulasi, serta dukungan infrastruktur untuk pengembangan
energi berbasis hidrogen di masa depan (Kementerian ESDM, 2023).Selain itu, kebijakan SDA juga
diarahkan untuk memastikan bahwa transisi energi tidak hanya mendukung dekarbonisasi, tetapi juga
memberikan manfaat sosial-ekonomi. Bappenas (2022) menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan SDA
perlu diintegrasikan dengan strategi pembangunan rendah karbon agar transisi energi dapat menciptakan
lapangan kerja ramah lingkungan, meningkatkan ketahanan energi, serta memperkuat daya saing
industri nasional.Kebijakan SDA Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan agenda transisi energi,
terutama melalui regulasi yang mengarahkan pemanfaatan energi terbarukan, integrasi hidrogen hijau
ke dalam roadmap nasional, serta upaya sinkronisasi kebijakan pembangunan dengan agenda
dekarbonisasi. Kebijakan ini tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai
pendorong transformasi menuju sistem energi yang lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan.
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Menurut Manullang dan Sinaga (2022), Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan
green hydrogen karena ketersediaan energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah, seperti tenaga surya,
air, angin, dan biomassa. Hidrogen hijau yang dihasilkan dari proses elektrolisis berbasis EBT dianggap
sebagai sumber energi bersih yang mampu menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Studi
oleh Aditya, Pratiwi, dan Hakam (2025) menegaskan bahwa manfaat green hydrogen tidak hanya
terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga mencakup aspek ekonomi dan sosial. Pemanfaatan hidrogen
hijau dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru di sektor energi bersih, memperluas pemanfaatan
EBT dalam bauran energi nasional, serta memperkuat komitmen Indonesia dalam mencapai target net
zero emission. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan SDA secara
berkelanjutan untuk mendukung pembangunan hijau.Laporan terbaru dari IESR (2025) memperkirakan
bahwa Indonesia memiliki potensi sekitar 3.687 GW energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk
produksi green hydrogen. Potensi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi strategis untuk
mempercepat dekarbonisasi, terutama di sektor industri dan transportasi yang tergolong hard-to-abate
sectors. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, green hydrogen dapat menjadi kunci dalam
menjembatani transisi energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.Selain itu, penelitian
terkait financial viability analysis yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa
pemanfaatan kelebihan listrik dari pembangkit hidro kecil untuk produksi green hydrogen berpotensi
layak secara finansial. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan
SDA, khususnya energi air, sekaligus memperkuat keamanan energi dan mengurangi ketergantungan
pada energi fosil (Hardana,Adiwibowo,2024).Pengembangan green hydrogen memiliki relevansi yang
erat dengan kebijakan SDA di Indonesia. Kebijakan yang mengedepankan keberlanjutan, efisiensi, dan
pemanfaatan EBT akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan manfaat strategis green hydrogen,
baik dari sisi lingkungan, ekonomi, maupun sosial.

Meskipun potensi energi terbarukan Indonesia besar, implementasi green hydrogen menghadapi
hambatan utama dari sisi ekonomi. Biaya produksi hidrogen hijau saat ini masih jauh lebih tinggi
dibandingkan hidrogen berbasis fosil karena kebutuhan modal (CAPEX) untuk elektrolyser dan listrik
terbarukan yang besar. Studi techno-economic menegaskan bahwa Komersialisasi saat ini terhambat
oleh faktor ekonomi karena tingginya biaya produksi hidrogen hijau sebesar USD 26,95 per kg (Muthia,
Pramudya, Maulana, & Purwanto,2024). Tanpa dukungan kebijakan fiskal dan paket insentif yang
signifikan, skala ekonomi sulit tercapai sehingga komersialisasi akan tertunda. Infrastruktur juga belum
memadai, terutama fasilitas penyimpanan, transportasi, dan distribusi. GIZ (2025) mencatat bahwa
kerangka regulasi Indonesia untuk hidrogen hijau masih dalam tahap awal, sehingga pengembangan
infrastruktur berjalan lambat.Regulasi dan pasar belum terbentuk juga menjadi salah satu
hambatan,laporan GH2 (2025) menegaskan sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur
sertifikasi hidrogen di Indonesia, membuat investor menghadapi ketidakpastian.Selain itu, aspek teknis
dan SDM masih terbatas. IEA (2022) menekankan bahwa pengembangan rantai pasokan lokal dan
tenaga kerja terampil akan sangat penting untuk meningkatkan skala hidrogen bersih di negara-negara
berkembang.

Indonesia dapat belajar dari berbagai strategi nasional hydrogen yang telah diterapkan oleh negara
lain dalam mempercepat pengembangan hidrogen bersih. Jepang mengadopsi pendekatan agresif
melalui kebijakan Contract for Difference (CfD), yang memberikan subsidi selama 15 tahun untuk
produksi hidrogen rendah karbon, baik domestik maupun impor (Government of Japan,2024). Program
ini bertujuan untuk menutupi selisih biaya antara hidrogen hijau dan bahan bakar fosil, dengan anggaran
mencapai JPY 3 triliun (sekitar USD 19 miliar) selama 15 tahun.Disisi lain,Jerman menekankan pada
pembangunan infrastruktur hidrogen domestik dan kolaborasi industri. Pemerintah Jerman telah
mengalokasikan dana sebesar EUR 16 miliar untuk konversi pembangkit listrik berbahan bakar gas
menjadi pembangkit berbasis hidrogen hingga tahun 2040 (OECD,2022). Pengalaman Jepang dan
Jerman menunjukkan bahwa kebijakan efektif untuk transisi energi hidrogen hijau melibatkan insentif
finansial, pembangunan infrastruktur, dan kolaborasi industri. Indonesia perlu mengadopsi kebijakan
serupa agar biaya produksi turun, infrastruktur berkembang, dan kolaborasi antara pemerintah, industri,
serta riset berjalan optimal, sejalan dengan pandangan ahli tentang pentingnya kebijakan yang
komprehensif dan terintegrasi.

Green hydrogen hanya akan berkembang jika kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA)
diformulasikan dan dioperasionalkan sebagai katalis yang menyelaraskan akses sumber daya, insentif
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investasi, dan koordinasi antar-sektor (Kementerian ESDM, 2023).Dalam praktiknya hal ini berarti
pembentukan kerangka regulasi yang jelas dan terukur yang mengatur akses lahan dan air untuk proyek
energi terbarukan, definisi serta skema sertifikasi “green hydrogen”, standar keselamatan, dan
mekanisme offtake yang memberikan kepastian pasar sehingga investor dapat memproyeksikan arus
pendapatan jangka panjang (Bappenas, 2021). Di samping itu diperlukan instrumen fiskal dan non-fiskal
yang dirancang untuk menurunkan hambatan modal seperti skema de-risking yang menggabungkan
jaminan publik, kredit subordinasi, dan tax-incentives serta mekanisme pembiayaan campuran publik-
swasta yang memungkinkan proyek percontohan skala menengah berkembang menjadi proyek
komersial berskala besar (International Energy Agency, 2022).Kebijakan semacam ini harus dipadukan
dengan kebijakan tata ruang dan perizinan terpadu agar alokasi lahan dan sambungan jaringan listrik
untuk elektrolisis tidak menghadapi hambatan birokratis yang menghambat realisasi investasi (Green
Hydrogen Organisation, 2023). Lebih jauh, kebijakan SDA perlu memfokuskan dukungan jangka
panjang untuk pengembangan kapasitas teknis dan rantai pasok domestik melalui investasi riset dan
inovasi, fasilitasi transfer teknologi, serta program pendidikan dan vokasi yang menyasar manufaktur
elektrolyser, operasi penyimpanan, dan pemeliharaan infrastruktur hidrogen; langkah-langkah ini akan
membantu menurunkan biaya produksi secara struktural sekaligus menciptakan nilai tambah lokal
sehingga transisi tidak hanya mengurangi emisi tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif
(International Energy Agency, 2021). Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan, kebijakan SDA harus
didampingi mekanisme tata kelola yang kuat termasuk satu-pintu koordinasi antar-kementerian dan
kelembagaan pemantauan yang mampu mengevaluasi kinerja proyek pilot, menyusun indikator kesiapan
investasi, serta merekomendasikan penyesuaian kebijakan secara adaptif (Kementerian ESDM,
2023).Hal ini penting agar fase pendekatan (penyiapan roadmap, pilot, skala awal) dan fase jangka
panjang (industrialisasi dan ekspor) berjalan dengan alur kebijakan dan pendanaan yang konsisten.
Dengan kata lain, tanpa kerangka regulasi yang definitif, paket fiskal yang menurunkan risiko awal,
dukungan riset dan kapabilitas lokal, serta tata kelola lintas-sektor yang responsif, potensi besar green
hydrogen di Indonesia berisiko tetap menjadi wacana daripada kenyataan yang mendorong transisi
energi nasional (Green Hydrogen Organisation, 2023).

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa transisi energi berbasis green hydrogen merupakan salah satu
strategi kunci dalam mewujudkan dekarbonisasi sektor energi di Indonesia. Potensi besar energi baru
terbarukan seperti surya, angin, air, dan biomassa memberikan peluang yang signifikan untuk
mengembangkan hidrogen hijau sebagai sumber energi bersih. Hidrogen hijau tidak hanya berfungsi
sebagai pengganti energi fosil, tetapi juga sebagai penyimpan energi terbarukan yang bersifat intermiten,
sehingga mampu memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan posisi strategis ini, Indonesia
memiliki modal penting untuk menjadi salah satu aktor utama dalam peta transisi energi global.

Namun, realisasi potensi tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan struktural. Tingginya
biaya produksi, keterbatasan infrastruktur penyimpanan dan distribusi, serta belum adanya regulasi
komprehensif yang mengatur sertifikasi dan standar keselamatan green hydrogen, menjadi kendala
utama dalam proses komersialisasi. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan
rantai pasok domestik yang belum matang turut memperlambat laju implementasi. Jika persoalan ini
tidak segera diatasi, Indonesia berisiko tertinggal dari negara-negara lain yang telah lebih dahulu
menyusun roadmap dan strategi nasional energi hidrogen. Dalam konteks inilah, kebijakan pengelolaan
sumber daya alam (SDA) berperan sentral sebagai katalis transisi energi. Kebijakan SDA tidak hanya
berfungsi sebagai instrumen pengaturan dan pengendalian, tetapi juga sebagai landasan dalam
menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong riset dan inovasi, serta membuka ruang
kolaborasi lintas sektor. Melalui integrasi kebijakan SDA dengan strategi transisi energi, manfaat yang
ditawarkan green hydrogen tidak hanya terbatas pada pengurangan emisi gas rumah kaca, melainkan
juga meluas pada penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan, peningkatan nilai tambah lokal, dan
penguatan daya saing industri nasional. Dengan demikian, kebijakan SDA yang visioner dan adaptif
dapat menjadikan transisi energi sebagai motor pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif. Selain itu,
pengalaman negara lain seperti Jepang dan Jerman menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan
hidrogen hijau ditentukan oleh konsistensi kebijakan, dukungan insentif fiskal, dan pembangunan
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infrastruktur yang terencana. Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari praktik tersebut dengan
merumuskan kerangka regulasi yang jelas, menyediakan mekanisme pembiayaan yang inovatif, serta
memastikan adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Perumusan kebijakan yang demikian
akan menurunkan risiko investasi, mempercepat skala ekonomi, sekaligus memperkuat kepastian pasar
bagi pelaku industri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transisi energi berbasis green hydrogen di Indonesia
hanya akan terwujud apabila kebijakan SDA diformulasikan secara komprehensif, konsisten, dan
responsif terhadap dinamika global. Dukungan regulasi, insentif fiskal, penguatan kapasitas teknis, serta
tata kelola yang efektif akan menjadi kunci keberhasilan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis
dengan menyoroti peran strategis kebijakan SDA dalam integrasi energi bersih, sekaligus memberikan
implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri. Ke depan, penelitian lebih lanjut
diperlukan untuk mengeksplorasi model kebijakan yang paling efektif dalam mendorong adopsi green
hydrogen di Indonesia, termasuk analisis kuantitatif mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan
yang lebih terukur. Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat memastikan bahwa transisi energi tidak
hanya menjadi wacana, tetapi juga realitas yang mendorong keberlanjutan pembangunan nasional.
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